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BAB IV 

KEPENTINGAN OIF DALAM RESOLUSI KONFLIK AGAMA DI 

REPUBLIK AFRIKA TENGAH TAHUN 2016 

 

Republik Afrika Tengah (RAT) sebagai salah satu dari 25 negara anggota 

pertama yang termasuk dalam keanggotaan OIF. Kontribusi OIF dalam 

mewujudkan nilai perdamaian, HAM, dan demokrasi telah diterapkan pada masa 

awal kemerdekaan RAT dalam stabilisasi politik dan pengawasan pemilu. Konflik 

yang berlangsung pada tahun 2013–2015 telah banyak melibatkan banyak aktor 

internasional. OIF juga turut berkontribusi dalam resolusi konflik agama tersebut, 

namun di tengah konflik agama yang memuncak, OIF memberikan suspensi pada 

RAT. Hingga pada tahun 2016, OIF mencabut status supensi tersebut dan 

berkontribusi kembali dalam konflik agama di RAT. Hal inilah yang menjadi alasan 

utama dalam penelitian mengenai kepentingan OIF di RAT pada tahun 2016.  

 

A. Keterlibatan Organisation Internationale de la Francophonie di Republik 

Afrika Tengah Sebelum Konflik 2013 

Keterlibatan Organisation Internationale de la Francophonie di 

Republik Afrika Tengah telah berlangsung sejak OIF itu masih bernama 

L’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT). Sejak tergabungnya 

RAT dalam keanggotaan ACCT pada tahun 1973, ACCT menjadi sarana bagi 

RAT untuk menjalin relasi dan kerjasama internasional dengan negara-negara 

anggota ACCT lainnya. Hingga pada tahun 2005, melalui pertemuan rutin para 
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menteri anggota negara ACCT yang disebut dengan Conférence ministérielle de 

la Francophonie, ACCT mengubah nama, struktur dan regulasinya menjadi OIF 

pada tanggal 23 November 2005 di Antananarivo, Madagaskar.  

Sejak saat itu, OIF mulai mengembangkan pengaruhnya ke dunia 

internasional melalui identitas Frankofoni dan bahasa Prancis. Disisi lain, OIF 

juga mengembangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan 

perdamaian. Pada saat yang bersamaan dalam kurun waktu 1996-2003 , RAT 

sedang mengalami transisi politik akibat perebutan kekuasaan yang berlangsung 

secara terus menerus untuk menggantikan kekuasaan. OIF memiliki peran yang 

cukup intens dalam pelaksanaan pemilu dan legalisasi institusi legal di RAT 

karena  oposisi yang saling berebut kekuasaan menyebabkan kondisi politik di 

RAT masih belum stabil. 

Sejak terpilihnya Ange Felix Patasse sebagai presiden pada tahun 1994 

hingga tahun 2003, RAT telah berangsur menjadi rezim demokratis. Pada tahun 

2003, Patasse digantikan oleh François Bozizé. Meskipun pemilu tetap 

berlangsung, namun stabilitas politik tidak berjalan dengan cukup baik karena 

pemberontakan untuk merebut kekuasaan masih terjadi. Pada tahun 2005, 

pemilu berlangsung kembali. Tetapi, untuk mencegah adanya kerusuhan 

kembali terutama saat pemilu sedang berlangsung dari pihak-pihak oposisi yang 

ingin merebut kekuasaan Bozizé, OIF mengambil langkah pencegahan melalui 

perannya dalam pengawasan pemilu tahun 2005 dan legalisasi institusi keadilan. 

OIF bekerjasama dengan Uni Eropa untuk mewujudkan hal tersebut. 
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Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal OIF, Abdou Dieuf menginisiasi 

pembentukan institusi legal dan pengawasan pemilu di Republik Afrika Tengah 

melalui Mission d’observation des Elections Presidentielle et Legislatives pada 

(Misi Observasi Pemilihan Presiden dan Legislatif) pada 13 Maret dan 8 Mei 

2005. Misi ini dibentuk berdasarkan sebuah komitmen oleh negara-negara 

anggota dan OIF itu sendiri yang merujuk pada sebuah deklarasi bernama 

“Deklarasi Bamako”1 yang disahkan di Mali pada tanggal 3 November 2000. 

Dalam Deklarasi itu disebutkan pada Pasal 5 bahwa melalui OIF : 

.......pour préserver la Démocratie, la Francophonie condamne les 

coups d’Etat et toute autre prise de pouvoir par la violence, les armes 

ou quelque autre moyen illégal2 

 

Terjemahan : 

.......untuk melindungi demokrasi, negara-negara anggota 

Frankofoni bersepakat untuk mengecam segala bentuk perebutan 

kekuasaan melalui kekerasan, senjatam atau cara-cara ilegal lainny 

 

Abdou Dieuf selaku Sekretaris Jenderal OIF mendesak otoritas atau 

pihak berwenang yang baru untuk bekerja sesegera mungkin dalam pemulihan 

legalitas konstitusional dan mengambil komitmen secara tegas dan spesifik demi 

kelangsungan hidup Republik Afrika Tengah dan masyarakat internasional.3  

Bantuan yang diberikan oleh OIF kepada RAT berlangsung efektif sejak 

tahun 2006, setahun setelah ACCT resmi berganti nama menjadi OIF. 

Sebelumnya, OIF berperan dalam mendukung pembentukan pemerintahan masa 

transisi, Dewan Nasional transisi, dan dukungan terhadap pengawasan pemilu 

                                                           
1 Délégation à la Paix, à la Démocratie et aux Droits de l’Homme de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie, 2005, Rapport de la Mission d’observation des Elections Presidentielle et 

Legislatives des 13 Mars et 8 Mai 2005 En Republique Centrafricaine. 
2 Organisation Internationale de la Francophonie, 2000, Déclaration Bamako, Mali : Bamako. 
3 Op.Cit. 
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dan meningkatkan kapabilitas keamanan bagi RAT menjelang pemilu tahun 

2005.  

 

B. Suspensi Organisation Internationale de la Francophonie  terhadap 

Republik Afrika Tengah Tahun 2013 

OIF sebagai organisasi internasional lingustik, OIF tidak hanya berperan 

sebagai organisasi internasional linguistik yang bergerak dalam bidang bahasa 

dan budaya saja. Namun, OIF juga secara tegas menyatakan bahwa OIF 

memegang prinsip perwujudan nilai-nilai HAM, demokrasi, dan perdamaian. 

Kasus pelanggaran nilai-nilai HAM, demokrasi, dan perdamaian yang terjadi 

akibat adanya konflik RAT pada tahun 2013 – 2015 sejak pemberontakan militan 

Muslim Seleka dan militan Kristen Anti-Balaka pada Maret 2013, telah 

membuat respon dunia internasional banyak mengecam kasus tersebut dan 

menjadi pihak yang turun tangan untuk meredam atau membantu dalam 

penyelesaian konflik tersebut.  

Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok militan Anti-

Balaka dan militan Seleka pada Maret 2013 telah banyak menimbulkan korban 

jiwa khususnya warga-warga sipil Muslim. Tidak hanya korban jiwa saja, namun 

konflik tersebut juga berdampak pada rusaknya infrastruktur seperti masjid-

masjid dan rumah-rumah. Kondisi politik dan keamanan semakin tidak 

terkendali dan situasi yang terjadi di sekitar kota Bangui makin memanas. 

Pembantaian, pembunuhan dan penguburan massal, kanibalisme yang terjadi 

mencerminkan hilangnya stabilitas politik dan keamanan, pelanggaran nilai-nilai 
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HAM dan demokrasi. Respon internasional mendefiniskan konflik yang terjadi 

di Republik Afrika Tengah sebagai “kondisi darurat” yang jika tidak 

dikendalikan atau bahkan dihentikan, RAT akan hancur sebagai sebuah negara. 

Beberapa pihak seperti PBB, Prancis, Uni Afrika dan Uni Eropa memberikan 

bantuan misi perdamaian dengan mengirimkan ribuan pasukannya untuk terjun 

dalam pengendalian situasi konflik dan keamanan yang disebabkan oleh masing-

masing pemberontak. 

Keterlibatan African Union (AU) tentunya dipengaruhi oleh faktor 

geografis RAT yang terletak di benua Afrika dan RAT yang merupakan anggota 

AU. Keterlibatan pihak diluar Afrika seperti United Nations dan European 

Union melalui misi perdamaiannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai 

kemanusiaan, HAM, dan perdamaian. Bantuan yang diberikan oleh Prancis juga 

tentunya karena Prancis merupakan negara bekas penjajah RAT yang masih 

memiliki relasi erat dengan negara-negara bekas penjajahannya, terutama di 

negara-negara Afrika.  

RAT merupakan anggota tetap dan resmi OIF. Bahkan, RAT merupakan 

negara yang telah lama tergabung dalam OIF dan termasuk dalam 25 negara 

pertama yang masuk dalam keanggotaan OIF yang saat itu masih bernama 

L’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT). Masuknya 25 negara 

pertama keanggotaan ACCT/OIF memperkuat salah satu sub-cabang program 

ACCT/OIF yakni La Jeunesse Francophone.yang menjadi sub-cabang dari OIF 

sebagai organisasi pemuda-pemudi Frankofon yang pertama kali diinisasi pada 

saat Premier Festival International de La Jeunesse Francophone pada 13 
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Agustus di Québec, Kanada.4 RAT juga telah bergabung dalam keanggotaan 

sejak 1973  pada tahun ketiga berdirinya ACCT/OIF, setelah sepuluh tahun 

kemerdekaan RAT itu sendiri.  

Tergabungya RAT menjadi anggota ACCT/OIF, sangat memberikan arti 

penting bagi RAT. Sebagai negara  yang belum lama meraih kemerdekaannya, 

RAT  membutuhkan adanya dukungan dari ACCT/OIF, khususnya untuk 

menjalin relasi diantara negara-negara anggota ACCT/OIF. Melalui ACCT/OIF, 

RAT juga dapat mengeratkan relasinya dengan negara-negara tetangganya yang 

juga termasuk dalam keanggotaan ACCT/OIF seperti Chad, Kamerun, Kongo 

dan Republik Demokratik Kongo. Namun, terdapat sebuah pertanyaan besar 

tentang mengapa sebuah organisasi internasional seperti Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) tidak turut berperan dalam penanganan 

konflik di RAT pada tahun 2015.  

Hal yang berbeda justru terjadi pada OIF yang bukan turun tangan dalam 

penyelesaian konflik tersebut, namun justru memberikan sanksi keras berupa 

skors/suspensi keanggotaan OIF pada RAT atas pelanggaran HAM yang terjadi 

di RAT akibat konflik tersebut. Suspensi keanggotaan RAT di OIF menjadi 

pertimbangan OIF untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip OIF dalam 

menjunjung nilai-nilai demokrasi, HAM dan perdamaian. Konflik agama antara 

militan Muslim Seleka dan militan Kristen Anti-Balaka secara jelas ttelah 

                                                           
4  Organisation Internationale de la Francophonie, 2010. Vivez la Francophonie. Paris : Burlet 

Graphics. 
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menunjukkan nilai pelanggaran prinsip-prinsip OIF, yakni setiap anggota OIF 

turut berpartisipasi dan menerapkan prinsip-prinsip OIF.  

Keputusan suspensi tersebut tertuang dalam sebuah resolusi yang 

bernama Résolution sur la République centrafricaine dalam pertemuan Conseil 

Permanent de la Francophonie yang ke-88 di Paris pada tanggal 8 April 2013. 

Faktor yang menyebabkan OIF tidak turut berperan dalam konflik RAT pada 

tahun 2013 – 2015 tertuang dalam keputusan suspensi/skors berikut :  

1. Mempertimbangkan kudeta yang telah dilakukan pada 24 Maret 2013 di 

Republik Afrika Tengah oleh kelompok militer bernama “Seleka” yang 

telah menangguhkan Konstitusi, pembubaran Majelis Nasional dan 

pencabutan Pemerintahan Kesatuan Nasional atas Perjanjian Libreville 

pada 11 Januari 2013, 

2. Menegaskan kekhawatiran, memburuknya situasi kemananan bagi 

negara anggota akibat penjarahan, kekerasan, dan pelanggaran HAM, 

Republik Afrika Tengah, dan konsekuensi kemanusiaan dalam krisis ini 

yang telah memperparah keadaan ekonomi dan sosial di negara ini, 

3. Pengambilan keputusan atas desakan komunitas internasional, termasuk 

Economic Commission of the States of Central Africa (ECCAS) yang 

telah bekerjasama dengan OIF dengan pengambilan keputusan atas 

Pertemuan Puncak Luarbiasa (extraordinary summit) pada 3 April 2014, 

mendirikan mekanisme internasional dalam transisi Republik Afrika 

Tengah untuk periode maksimum 18 – 24 bulan, 
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4. Menyadari keputusan yang diambil oleh Kepala dan Pemerintahan 

ECCAS di institusi Republik Afrika Tengah terdiri atas presiden transisi, 

Dewan Nasional transisi, Lembaga Konstitusi, Pemerintahan Kesatuan 

dan Transisi Nasional, yang diterima tanpa syarat oleh otoritas-otoritas 

Republik Afrika Tengah, 

5. Mengingat kembali tujuan Deklarasi Bamako dalam pengamanan 

demokrasi, khususnya “untuk mempertahankan demokrasi, OIF 

menghukum segala kudeta dan serangan terhadap kekuasaan melalui 

kekerasan, senjata atau hal-hal ilegal lainnya, 

6. Memberikan hukuman secara paksa yang ditegaskan oleh Sekretaris 

Jenderal OIF dalam pers 25 Maret 2013, 

7. Memberikan keputusan sesuai tujuan Pasal 5 Deklarasi Bamako. 

Deklarasi yang menyatakan suspensi Republik Afrika Tengah yang 

mengarah ke penerapan semua tindakan 3 paragraf kebawah pada bab itu, 

8. Memutuskan untuk tetap mengambil alih situasi di  Republik Afrika 

Tengah, untuk mempertimbangkan kembali posisinya pada sesi yang 

selanjutnya, yang dijadwalkan pada 28 Juni 2013, berdasarkan pada 

keuntungan dalam proses untuk mengakhiri krisis, termasuk pelaksanaan 

keputusan ECCAS untuk menyusun rencana transisi, 

9. Mewujudkan ketersediaan untuk bekerja, disamping para pengambil  

keputusan Afrika  dan konsultasi yang erat dengan partners internasional, 
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yang diiringi oleh upaya yang dikembangkan untuk melakukan proses 

transisi inklusif di Republik Afrika Tengah.5 

Faktor-faktor tersebut menjelaskan suspensi RAT dalam keanggotaan 

OIF terjadi karena pelanggaran RAT terhadap Deklarasi Bamako Pasal 5 yang 

menekankan nilai-nilai ...untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, 

Francophonie mengecam kudeta dan segala bentuk perubahan kekuasaan 

dengan kekerasan, senjata atau tindakan ilegal. 6  Penerapan nilai-nilai 

demokrasi tidak dapat diterapkan akibat konflik pemberontakan yang terjadi 

antara militan Kristen Anti-Balaka dan militan Muslim Seleka. Konflik tersebut 

telah sangat melanggar nilai-nilai demokrasi akibat adanya perebutan kekuasaan 

melalui kekerasan/pemberontakan terhadap pemerintahan yang sedang 

menduduki jabatan. Bahkan, meskipun bantuan pengawasan dan pembentukan 

institusi legal yang bertujuan untuk keamanan jalannya pemilu di RAT yang 

diberikan oleh OIF sejak tahun 2005, tetap saja nilai demokrasi belum dapat 

diterapkan karena masih terjadi pemberontakan pada kurun waktu tersebut 

antara posisi André Kolingba, Ange Feliz Patasse, dan François Bozizé. 

Selain itu, adanya pembantaian, pembunuhan, hingga kanibalisme yang 

memuncak akibat adanya konflik militan Kristen Anti-Balaka dan Muslim 

Seleka sejak Maret 2013, semakin menegaskan bahwa RAT benar-benar telah 

melanggar dan tidak dapat mewujudkan nilai-nilai HAM dan perdamaian. 

                                                           
5 Conseil Permanent de la Francophonie, 2013, Résolution sur la République Centrafricaine, Paris.  
6 PANA Press, 2016, CAR Suspended from OIF, Diakses di  http://www.panapress.com pada 15 

April 2017. 

http://www.panapress.com/
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Padahal hal tersebut merupakan prinsip yang sangat ditegaskan OIF sebagai 

sebuah organisasi internasional yang tidak hanya fokus pada peran linguistik saja. 

Akibatnya, OIF memutuskan untuk melakukan suspensi terhadap RAT 

yang disepakati bersama dalam Conseil Permanent de la Francophonie (CPF) 

yang ke-88 di Paris pada tanggal 8 April 2013. Suspensi tersebut akan diakhiri 

saat RAT telah berhasil membuktikan perwujudan nilai-nilai demokratik, HAM, 

dan perdamaian yang merujuk kembali pada penerapan Deklarasi Bamako Pasal 

5. 

C. Keterlibatan Organisation Internationale de la Francophonie  dalam 

Resolusi Konflik Agama di Republik Afrika Tengah Tahun 2016 

Eksistensi “bahasa Prancis” ini tidak terlepas dari adanya pengaruh 

sphere of influence yang menurut Trygve Mathisen didefinisikan sebagai 

pengaruh suatu negara atau kekuatan yang lebih besar (Prancis) yang secara jelas 

memberikan pengaruh terhadap politik luar negeri negara lain yang lebih lemah 

(bekas jajahan Prancis dan anggota OIF).  
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Gambar 4.1 Skema Hubungan OIF dan RAT yang digambarkan melalui 

konsep Power dan Sphere of Influence 

 

 

 

Dalam misinya, OIF selain berfungsi sebagai organisasi internasional 

linguistik yang berfungsi sebagai media penghubung antara Prancis (memiliki 

kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar) terhadap RAT (memiliki kekuatan 

pengaruh yang lebih keeil). Keduanya mendapatkan feedback berupa jalinan 

hubungan politik dalam masing-masing kepentingan negaranya dalam satu 

wadah identitas dan keanggotaan. Dalam hal ini OIF memiliki misi untuk 

melakukan upaya perwujudan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan pada 

Republik Afrika Tengah (RAT) sebagai salah satu negara anggotanya yang 

sedang mengalami konflik. Dalam hal ini, OIF membuktikan pada dunia 

internasional meskipun OIF sempat memberikan suspensi kepada RAT akibat 

pelanggaran nilai-nilai perdamaian yang tidak sesuai dengan misi OIF pada saat 

konflik berlangsung, OIF memberikan status khusus “reintegrasi” keanggotaan 

kepada RAT yang telah mengalam konflik. Padahal, status tersebut belum atau 

tidak diberikan pada negara anggota OIF yang lain seperti Burundi, Madagaskar 

dan Thailand.  
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Keterlibatan OIF dalam konflik agama di RAT memiliki kepentingan 

untuk :  

1. Penerapan nilai-nilai perdamaian yang mengacu pada Deklarasi 

Antananarivo – Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et 

de consolidation de la paix dans l’espace francophone. 

Penerapan nilai-nilai perdamaian dan kesejahteraan negara-negara 

Afrika khususnya Republik Afrika Tengah yang tercantum dalam Deklarasi 

Antananarivo – Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de 

consolidation de la paix dans l’espace francophone (resolusi untuk dalam 

situasi krisis, penyelesaian krisis dan konsolidasi perdamaian dalam zona 

Frankofoni). 

2. Kehormatan Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

sebagai organisasi internasional pada tingkat global. 

Kehormatan Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 

sebagai organisasi internasional bagi perwujudan upaya dan nilai-nilai 

perdamaian atas desakan internasional terhadap konflik agama di Republik 

Afrika Tengah. 

3. Ikatan Frankofoni bagi Republik Afrika Tengah yang tidak terlepas dari 

peran Prancis. 

Ikatan Frankofoni bagi Republik Afrika Tengah dalam keanggotaan 

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) yang tidak terlepas 

dari peran Prancis sebagai aktor utama dalam promosi bahasa dan budaya 
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Prancis serta turut berperan besar dalam resolusi konflik agama Republik 

Afrika Tengah. 

Penjelasan mengenai alasan kepentingan keterlibatan OIF dalam 

resolusi konflik agama di RAT adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan nilai-nilai perdamaian yang mengacu pada Deklarasi 

Antananarivo - Résolution sur les situations de crise, de sortie de 

crise et de consolidation de la paix dans l’espace francophone. 

 

OIF sesungguhnya telah terlibat dalam stabilisasi politik di RAT 

sejak tahun 2003, pada saat kondisi politik RAT masih belum stabil 

akibat adanya pergantian kedudukan kekuasaan. Kepentingan peran 

dan keterlibatan OIF dilakukan untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi 

dan perdamaian. Dalam mewujudkan tercapainya nilai-nilai tersebut, 

OIF mengadopsi Deklarasi Bamako yang diterapkan sejak tahun 2000. 

Di dalam Deklarasi Banako, ditegaskan mengenai prinsip demokrasi. 

Delegasi OIF untuk Keadilan, Demokrasi dan HAM yang bertujuan 

untuk mencegah konflik, mengatasi permasalahan krisis dan transisi 

terhadap demokrasi dan konsolidasi perdamaian, khususnya di wilayah 

penutur bahasa Prancis. Deklarasi Bamako kemudian ditindak lanjuti 

melalui pembaruan selanjutnya dalam Deklarasi Saint-Boniface yang 

diterapkan sejak tahun 2006 dalam pencegahan konflik dan keamanan 

manusia. Kedua deklarasi tersebut merupakan dasar utama penerapan 

nilai-nilai demokrasi, HAM dan perdamaian bagi seluruh negara 

anggota OIF. 
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Hingga pada tahun 2013 ternyata adaptasi Deklarasi Bamako 

dan Deklarasi Saint Boniface yang berlaku bagi semua anggota OIF 

tersebut tidak efektif untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi, HAM 

dan perdamaian di RAT. Kondisi RAT makin parah akibat adanya 

konflik militan Anti-Balaka dan militan Muslim-Seleka. Hingga pada 

akhirnya RAT menerima sanksi suspensi keanggotaan OIF akibat 

konflik tersebut. Sejak saat itu, OIF tidak turut berperan dalam 

penyelesaian konflik di RAT serta memberikannya suspensi 

keanggotaan pada tahun 2013-2015 sebagai sanksi terhadap 

pelanggaran Deklarasi Bamako dan Deklarasi Saint-Boniface. 

Setelah suspensi yang diberikan OIF kepada RAT akibat konflik 

agama yang terjadi, pada akhir tahun 2015 RAT berhasil menyelesaikan 

permasalahan konflik yang terjadi (meskipun dengan beberapa bantuan 

pihak internasional). Pada April 2017, RAT berintegrasi kembali dalam 

keanggotaan OIF. Penghargaan kepada RAT juga diberikan oleh OIF 

sebagai cermin keberhasilan pemulihan kembali nilai-nilai perdamaian. 

RAT mendapat hak istimewa untuk mendapatkan kunjungan Sekjen 

OIF, Michaël Jean secara langsung ke RAT pasca penyelesaian konflik.  

OIF memiliki kepentingan khusus di RAT karena RAT 

merupakan salah satu negara yang berhasil mencerminkan nilai-nilai 

demokrasi, HAM dan perdamaian dalam zona bahasa Prancis. OIF yang 

oleh mayoritas internasional dikenal sebagai organisasi yang bergerak 

dalam bidang linguistik, khusunya bahasa Prancis, ternyata juga dapat 
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mengangkat nilai-nilai perdamaian melalui bantuan penyelesaian 

konflik etnis, agama, atau politik, khsususnya di negara-negara 

anggotanya yang salah satunya adalah RAT.  

Kepentingan OIF di RAT pasca konflik dipertegas dalam 

Deklarasi VI Antananarivo di Madagaskar pada Konferensi XI tanggal 

26-27 November 2016. Hal ini dipertegas melalui Résolution sur les 

situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans 

l’espace francophone (Resolusi terhadap krisis, penangan krisis dan 

konsolidasi perdamaian dalam Frankofoni).  

Dalam resolusi yang diputuskan dalam Deklarasi Antananarivo, 

disebutkan beberapa poin yang menyangkut peraturan yang diterapkan 

OIF atas RAT : 

a) Saluons le déroulement démocratique et apaisé des élections 

présidentielle et législatives de décembre 2015, février et mars 2016, 

qui ont consacré le retour à l’ordre constitutionnel en République 

centrafricaine (RCA) ; 

 

Terjemahan : 

Menerapkan sikap demokratis serta pelaksanaan pemilihan 

presiden dan legislatif secara damai pada Desember 2015, Februari 

dan Maret 2016, yang didedikasikan kembali pada tatanan 

konstitusional di Republik Afrika Tengah (RAT). 

  Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang damai 

dan demokratis pasca konflik yang dimulai pada akhir tahun 2015. 

OIF bekerjasama dengan beberapa pihak seperti UE dan AU dalam 

pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang damai. Hal ini untuk 

memastikan terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi dan kehidupan 
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politik yang damai melalui pemilu pada periode tersebut sebagai 

solusi bagi pihak militan Muslim Seleka dan Kristen Anti-Balaka. 

b) Réaffirmons aux autorités centrafricaines la solidarité et le soutien 

de la famille francophone dans leur détermination à relever les 

nombreux défis liés à la consolidation de la paix, à la reconstruction 

économique et sociale ainsi qu’à la réconciliation nationale et la 

lutte contre l’impunité ; 

 

Terjemahan : 

Menegaskan kepada otoritas-otoritas yang berwenang di 

Republik Afrika Tengah mengenai solidaritas dan dukungan dari 

keanggotaan Frankofoni dalam keinginan untuk memenuhi banyak 

tantangan yang berkaitan dengan konsolidasi perdamaian, pada 

rekonstruksi ekonomi dan sosial hingga rekonstruksi nasional dan 

perjuangan melawan impunitasi. 

 

c) Soulignons le rôle déterminant des pays de la région et des 

partenaires internationaux, en particulier les Nations unies, l’Union 

africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale, l’Union européenne, et l’Organisation de la coopération 

islamique, en faveur de la pacification et de la stabilisation de la 

RCA. Saluons l’action déterminante de la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation 

en République centrafricaine (Minusca) et des forces françaises de 

l’opération Sangaris dans le rétablissement de la sécurité en RCA ; 

 

Terjemahan : 

Menekankan peran negara-negara di wilayah dan mitra 

internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-bangsa, Uni Afrika, 

Masyarakat Ekonomi Afrika Tenggah, Uni Eropa, dan Organisasi 

Kerjasama Islam, untuk perdamaian san stabilisasi Republik Afrika 

Tengah. Terbuka terhadap tindakan tegas multidimensional yang 

disatukan oleh Mission multidimensionnelle intégrée des Nations 

unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) 

dan operasi Sangaris dalam pemulihan keamanan di Republik 

Afrika Tengah. 

 

 

d) Demeurons néanmoins préoccupés face à la persistance de la 

présence des éléments armés anti-balakas et ex-Séléka implantés 

dans certaines parties du territoire centrafricain, où ils continuent 

d’entretenir un climat d’insécurité en commettant des exactions ; 
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Terjemahan : 

Tetap peduli tehadap persistensi kehadiran unsur-unsur 

bersenjata Anti-Balaka dan mantan Seleka di bagian wilayah Afrika 

Tengah, dimana mereka terus mempertahankan iklim yang tidak 

aman dalam melakukan pelanggaran. 

 

 

e) Encourageons les autorités à pour suivre les efforts visant à 

matérialiser les conclusions du Forum national de Bangui de mai 

2015 et à mettre en oeuvre les processus de désarmement, 

démobilisation, réinsertion et rapatriement (DDRR) et la réforme du 

secteur de sécurité (RSS) ; 

 

Terjemahan : 

Mendorong pemerintah untuk melanjutkan upaya-upaya 

dalam  mewujudkan kesimpulan dari Forum Nasional Bangui Mei 

2015 dan untuk melaksanakan perlucutan senjata, demobilisasi, 

reintegrasi dan repatriasi (DDRR) dan reformasi sektor keamanan 

(RSS); 

 

 

f) Invitons la communauté internationale et en particulier 

l’Organisation internationale de la Francophonie, à poursuivre 

avec le même élan son appui à la République centrafricaine dans le 

cadre de la consolidation de la paix et de la restauration intégrale 

de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire centrafricain, et 

saluons à cet égard la tenue, le 17 novembre 2016 à Bruxelles, de la 

Conférence des bailleurs ; 

 

Terjemahan : 

Mengajak masyarakat internasional dan khususnya 

Organisasi Internasional Frankofoni, untuk melanjutkan dukungan 

momentum yang sama ke Republik Afrika Tengah sebagai bagian 

dari konsolidasi perdamaian dan pemulihan penuh otoritas negara 

atas seluruh wilayah Afrika Tengah dan diterima dalam hal ini 

penyelenggaraan Konferensi 17 November 2016 di Brussels. 

 

Dapat disimpulkan bahwa inti dari kepentingan OIF terhadap 

reintegrasi RAT pasca konflik agama tersebut adalah untuk 

menegaskan bahwa OIF sebagai organisasi internasional tidak 

hanya bergerak dalam bidang linguistik budaya dan bahasa Prancis 
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yang menyangkut negara-anggota sesama frankofon (penutur 

bahasa Prancis), namun juga menegaskan nilai-nilai demokrasi, 

HAM dan perdamaian yang ditegaskan oleh Deklrasai Bmako dan 

Deklarasi Siant-Boniface, tetapi melalui resolusi baru Deklarasi 

Antananarivo yang terdiri atas beberapa resolusi, khususnya dalam 

penanganan konflik/krisis di negara-negara anggotanya. Dalam hal 

ini, negara anggota tersebut adalah Republik Afrika Tengah yang 

mengalami reintegrasi keanggotaan pasca konflik agama. 

 

2. Kehormatan Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) sebagai organisasi internasional pada tingkat global. 

Pasca adanya suspensi yang diberikan oleh OIF kepada RAT 

pada tahun 2013 melalui kesepakatan CPF yang ke-88 di Paris, 

keanggotaan RAT di OIF memiliki status skors untuk sementara waktu. 

Pemberlakuan suspensi juga dilakukan terhadap Thailand pada tahun 

2014 dan Burundi pada tahun 2016 dikarenakan hal yang sama yakni 

nilai-nilai yang melanggar prinsip dan ketentuan keanggotaan yang 

telah diterapkan secara bersama oleh OIF dan negara-negara 

anggotanya. RAT sendiri menerima status “skors/suspensi” karena 

konflik agama yang terjadi sejak tahun 2013 tersebut dianggap telah 

melanggar nilai-nilai HAM dan demokrasi serta upaya-upaya yang 

diberikan oleh OIF sejak pemberontakan yang terjadi pada tahun 2005 

masih belum dapat membuat OIF mewujudkan stabilitas politiknya.  
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Status “skors” tersebut telah menyebabkan kekosongan peran 

OIF dalam RAT pada saat konflik berlangsung. RAT sebagai anggota 

tetap dan resmi (official members) juga tidak dapat berpartisipasi secara 

aktif dalam agenda-agenda OIF baik yang bersifat tahunan atau tidak 

(seperti tidak dapat memberikan haknya, mengikuti agenda-agenda OIF, 

konferensi atau pertemuan rutin keanggotaan dan para menteri) hingga 

RAT mampu membuktikan perwujudan stabilitas politik dan nilai-nilai 

demokrasi, HAM, dan perdamaian kembali.  

Melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB, Uni Afrika, 

Uni Eropa dan Prancis, serta dukungan-dukungan oleh negara-negara 

Afrika lainnya, secara perlahan RAT mulai menujukkan adanya 

stabilitas politik dan konflik secara perlahan-lahan menurun. Pihak-

pihak yang berkonflik pada akhirnya menandatangani sebuah 

kesepakatan damai dan pelarangan bentuk kekerasan ataupun 

menggunakan senjata. Kesepakatan itu dicapai dua tahun setelah 

konflik yang parah tersebut berlangsung secara terus-menerus. Melalui 

negosiasi antara militan Anti-Balaka yang diwakili oleh Joachim 

Kokate dan faksi bekas Seleka, Front Populaire pour la Renaissance 

de Centrafrique (FPRC) yang diwakili oleh Nourredine Adam dan 

Michel Djotodia di Nairobi, Kenya sebagai wujud simbolik berakhirnya 

konflik tersebut pada 26 Januari 2015. Penandatanganan tersebut 

bertujuan untuk Demobilisation, Disarmament and Reintegration 
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(DDR) dalam pelucutan senjata, pemberlakuan amnesti bagi semua 

pelaku kejahatan dan penghapusan otoritas-otoritas transisi saat ini.  

Walaupun masih terdapat beberapa pihak yang masih belum 

dapat menerima keputusan-keputusan tersebut dan melakukan 

pemberontakan-pemberontakan kecil, namun masalah yang ada dapat 

teratasi akibat adanya peran-peran pihak internasional. Pemilu tetap 

dapat dilaksanakan kembali secara tertib pada Desember 2015 dan 

Januari 2016 meskipun masih didampingi pengawasan dari pasukan-

pasukan misi perdamaian. Pemilu yang pada akhirnya mengesahkan 

Faustin-Archange Touadera sebagai presiden Republik Afrika Tengah 

yang baru pada tahun 2016. Sejak saat itu, keadaan politik di RAT 

berangsur-angsur membaik dan bersifat stabil.  

RAT menyelenggarakan pemilu yang berhasil dalam beberapa 

minggu terakhir setelah tiga tahun melakukan kekerasan sektarian yang 

melanda negara tersebut.  Atas keberhasilan RAT dalam perwujudan 

stabilitas politik pasca konflik agama tahun 2013 – 2015 tersebut, OIF 

memutuskan melakukan “reintegrasi” atau pengesahan bagi RAT untuk 

kembali tergabung dalam  keanggotaan OIF. Suspensi tersebut diakhiri 

pada Maret 2016. Namun, secara resmi, status “reintegrasi” 

keanggotaan RAT dalam OIF disahkan pada 16th Antananarivo 

Francophonie Summit/Konferensi Tingkat Tinggi Frankofoni yang ke-

16 di Antananarivo, Madagaskar dalam sebuah deklarasi bernama 

“Deklarasi Antananarivo”. Terdapat beberapa rumusan Deklarasi 
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Antananarivo yang mengacu pada kepentingan-kepentingan negara-

negara di Afrika, khususnya Republik Afrika Tengah yang pada saat 

bersamaan mendapatkan status “reintegrasi” dalam keanggotaan OIF 

pada tahun 2016.  

Tergabungnya RAT dalam OIF mendapatkan sambutan dan 

respon internasional yang baik karena keberhasilan OIF dalam 

menangani konflik yang terjadi di RAT pada tahun 2013 – 2015. OIF 

yang pada awalnya dinilai gagal dan telah melanggar penerapan nilai-

nilai demokrasi, pada akhirnya mampu membuktikan keberhasilan 

politiknya dan mengatasi kerusuhan yang terjadi yang didukung oleh 

beberapa pihak internasional.  

Sekretaris Jenderal OIF, Michaëlle Jean memberikan apresiasi 

reintegrasi RAT ke OIF kembali. Apresiasi itu diwujudkan dengan 

kunjungan Michaëlle Jean secara langsung ke RAT pada 11 April 2017 

selama 3 hari jam kerja. Jean melakukan tur di provinsi-provinsi di 

RAT yang masih dilanda trauma/ketakutan akan perang seperti kota 

Bambari yang merupakan tempat dimana para militan pernah 

menjelajahi tempat tersebut hingga dihalau oleh pasukan perdamaian.  

Sekjen OIF mengadakan pertemuan dengan para petinggi 

politik serta pimpinan masyarakat sipil dan para pengajar di Universitas 

Bangui (yang juga merupakan kampus Frankofoni). Jean juga akan 

merilis beberapa proyek yang didanai oleh OIF seperti Cultural 
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Reading and Animation Center (CLAC) dan the Free Together 

Campaign. Kunjungannya yang berakhir pada 14 tahun yang lalu 

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dengan RAT yang barusaja 

tergabung kembali dalam keanggotaan OIF setelah sanksi suspensinya 

akibat gagalnya penerapan nilai-nilai demokrasi yang diakibatkan oleh 

kelompok pemberontak militan Kristen Anti-Balaka dan Muslim 

Seleka pada tahun 2013. OIF berkontribusi dalam mengembalikan 

aturan konstitusi di RAT melalui pendanaan dalam beberapa aspek 

dalam proses menghantarkan negara tersebut dalam pemilu.  

Merupakan suatu kehormatan bagi RAT tersendiri karena secara 

langsung mendapatkan kunjungan dari Sekjen OIF, orang nomor satu 

dalam komunitas Frankofoni. Apresiasi Sekjen OIF terhadap RAT juga 

diberikan melalui penghargaan kepada frankofon-RAT dalam 

International Francophonie Days dan penganugerahan “Doctor 

Honoris Causa” di Universitas Bangui. 

 

3. Ikatan Frankofoni bagi Republik Afrika Tengah yang tidak 

terlepas dari peran Prancis. 

Peran OIF sebagai organisasi internasional linguistik yang 

berfokus pada bahasa Prancis, tidak dapat mengabaikan negara Prancis. 

Meskipun  latar belakang berdirinya OIF itu sendiri bukan dikarenakan 

oleh ketetapan yang diinisiasi oleh negara Prancis, akan tetapi tidak 
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dapat dipungkiri apabaila Prancis memberikan pengaruh. Pada masa 

kolonialismenya, Prancis telah memberikan bekas dan pengaruh secara 

geografis dan sosial yang berdampak pada kehidupan berpolitik, sosial, 

ekonomi, serta budaya negara-negara bekas jajahan Prancis saat ini.  

Dasar utama “Frankofoni” dan “frankofon” adalah bahasa 

Prancis. Bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi OIF juga 

menggunakan bahasa Prancis-Prancis (FR) bukan bahasa Prancis-

Québec (CA). Hal ini menegaskan bahwa kehadiran dan regulasi OIF 

tidak terlepas dari peran negara Prancis. Bahasa  Prancis merupakan 

peninggalan bekas jajahan Prancis yang sangat jelas berpengaruh bagi 

negara-negara bekas jajahannya, khususnya yang juga tergabung dalam 

keanggotaan OIF hingga saat ini. 

Dalam aturan hukum yang diterapkan, OIF selalu melibatkan 

Prancis sebagai ‘aktor yang mempertimbangkan’ dalam aturan, regulasi, 

dan kebijakan yang diterapkan oleh OIF. Bahkan, dalam pertimbangan  

memilih Sekretaris Jenderal, OIF selalu melibatkan persetujuan dari 

Prancis. Prancis menjadi kontributor terbesar bagi OIF disamping 

Kanada. Total anggaran yang diberikan ke OIF dapat mencapai angka 

sebesar €85 juta per tahun.  Namun, hingga saat ini Prancis tidak 

memiliki satu pun kandidat yang dicalonkan untuk menjadi Sekretaris 

Jenderal OIF 7. 

                                                           
7 RFI, 2014, Quelle place pour la France dans la Francophonie, Diakses di http://www.rfi.fr/afrique 

pada 27 April 2017. 

http://www.rfi.fr/afrique
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Secara sistematis, OIF sebagai organisasi internasional yang 

berlandaskan bahasa Prancis dengan sebuah identitas Frankofoni 

memiliki arah yang hampir mirip dengan persemakmuran/ 

commonwealth. Jika membandingkan Frankofoni dengan 

persemakmuran tetap terdapat perbedaan yang cukup besar antara 

keduanya. Persemakmuran berada dibawah pemerintahan Inggris 

dengan negara-negara anggota yang tergabung. 

Dibandingkan dengan negara persemakmuran (commonwealth), 

OIF mengarahkan perannya sebagai organisasi internasional yang 

utamanya bergerak pada bidang linguistik bahasa Prancis bagi negara-

negara anggotanya, baik yang merupakan negara bekas jajahan, 

anggota asosiasi dan anggota pengamat yang memiliki latar belakang 

sejarah; kedekatan politik; atau budaya dengan Prancis, dengan tetap 

memajukan prinsip-prinsip demokrasi, HAM, dan nilai-nilai 

perdamaian. OIF memiliki pimpinannya yang disebut “Sekretaris 

Jenderal” yang dapat dipilih dari setiap negara anggota. Meskipun 

Prancis memiliki peran utama dan berperan sebagai kontributor terbesar, 

bukan berarti Prancis menjadi penyetir utama negara-negara 

Frankofoni. Berbeda halnya dengan persemakmuran yang menjadikan 

Inggris sebagai aktor utama serta menjadikan Ratu Elizabeth II sebagai 

pimpinan negara persemakmuran, bahkan beberapa anggota negara 

persemakmuran mengakui Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. 
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Frankofoni sering disebut sebagai ‘persemakmuran versi 

Prancis’. Namun, eksplanasi diatas menjelaskan bahwa dalam hal 

perlakuan ke negara-negara bekas jajahan/anggotanya, Prancis dan 

Inggris memiliki cara yang berbeda. Pada beberapa kasus, Prancis akan 

berperan secara langsung dalam mengatasi konflik yang terjadi di 

negara-negara bekas jajahannya yang sedang mengalami krisis atau 

konflik, seperti negara-negara di Afrika untuk mengirimkan pasukan 

bantuan pasukan dan misi perdamaian. Dalam hal pendidikan, Prancis 

juga akan mengutamakan orang-orang yang berasal dari anggota 

Frankofoni untuk memberikan privilege bagi pelamar beasiswa studi di 

Prancis dibandingkan dengan yang berasal dari non-Frankofoni. 

Identitas Prancis melekat pada masyarakat Republik Afrika 

Tengah. Kepentingan Prancis juga tidak dapat terlepas dari adanya OIF 

yang semakin menjunjung integritas Prancis sebagai sebuah aktor 

dalam identitas Frankofoni. Dalam hal ini, meskipun keputusan 

bersama OIF pada CPF ke-88 di Paris adalah memberikan skors pada 

RAT akibat adanya konflik dan pemberontakan tahun 2013. Namun, 

Prancis tetap memberikan  peran dan pengaruhnya di RAT sebagai 

negara bekas penjajahnya.  
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Tabel 4.1 

Perbedaan Frankofoni (Francophonie) dan Persemakmuran (Commonwealth) 

 Frankofoni Persemakmuran 

Bahasa Prancis Inggris 

Keanggotaan Jajahan Prancis, negara yang 

berbahasa Prancis, memiliki 

kedekatan dengan Prancis 

secara politik walaupun 

bukan merupakan negara 

bekas jajahan Prancis 

ataupun berbhasa Prancis 

(atas dasar rasa ingin 

tergabung dalam 

keanggotaan) 

Jajahan Inggris dan 

memiliki keinginan 

untuk tergabung 

Pimpinan 

tertinggi 

Sekretaris Jenderal 

(kepemimpinan dapat 

diserahkan kepada 

perwakilan semua anggota, 

namun Sekjen tidak diakui 

sebagai kepala negara). 

Fungsi Sekjen hanya sebagai 

pimpinan organisasi 

internasional.  

Ratu Elizabeth II 

(beberapa anggota 

mengakuinya sebagai 

kepala negara) 
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Peran Prancis melalui OIF, dapat ditunjukkan pada tahun 2014 

dimana François Hollande (presiden Prancis) dan Sekjen Abdou pada 

peringatan Hari Frankofoni Internasional, 20 Maret 2014 untuk 

bekerjasama dalam mewujudkan perdamaian di Republik Afrika 

Tengah.  Selain itu, segala keputusan yang dibuat oleh OIF untuk 

kebijakan terhadap RAT sebagai salah satu anggotanya tetap 

mempertimbangkan keputusan Prancis. 

Bahkan, dalam hal Frankofoni, Prancis juga mengaturnya dalam 

konstitusi negara. Sesuai dengan Amandemen Konstitusi Prancis tahun 

2008 Pasal 75 ayat 1,  “Bahasa Prancis digunakan dalam kawasan dan 

sebagai warisan Prancis”. Terdapat aturan mengenai Frankofoni yang 

dalam komunitas ‘negara-negara yang berbagi bahasa Prancis’ yang 

tertuang secara lebih khusus pada Pasal 87, “Prancis juga akan turut 

berpartisipasi dalam pengembangan solidaritas dan kerjasama antara 

negara dan penduduk yang berbagi bahasa Prancis”.8 

Terdapat pula aturan bahwa presiden Prancis menentukan 

kebijakan politik umum dan mewakili Prancis dalam KTT Frankofoni. 

Dalam hal ini, Prancis menunjuk Sekretaris Negara untuk menjadi 

Menteri Departemen Luar Negeri dan Pengembangan Internasional 

(Ministère des Affaires étrangères et du Développement international), 

Frankofoni dan Bahasa Prancis di Luar Negeri yang bernama Jean-

                                                           
8 France Diplomatie, 2017, Francophonie dans en France, Diakses di 

http://www.diplomatie.gouv.fr pada 27 April 2017. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Marie Le Guen. Terdapat peraturan tentang Frankofoni yang diwakili 

oleh Delegasi Urusan Frankofon (la Délégation aux Affaires 

francophones) yang menyampaikan fungsi nasional OIF yang memiliki 

misi untuk : 

a) Memantau agenda Frankofoni (KTT, Pertemuan Tinggi Menteri, 

Dewan Tetap dan Komisi), beberapa aktor dari Frankofoni  seperti 

l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Association 

internationale des Maires francophones (AIMF), l’Université 

Senghor d’Alexandrie, seta l’Assemblée parlementaire de la 

Francophonie (APF). 

b) Direktorat Jenderal Globalisasi, budaya, pendidikan dan 

pembangunan internasional banyak kegiatan kerjasama dalam 

Frankofoni, dalam bidang ekonomi dan pembangunan, mobilitas dan 

daya tarik Prancis, fasilitas publik, budaya dan bahasa Prancis.  

c) Dalam Direktorat Kebudayaan, pendidikan, penelitian dan jaringan, 

Misi dari bahasa Perancis dan pendidikan (de l’enseignement, de la 

recherche et du réseau, la Mission de la langue française et de 

l’éducation) mengelola program promosi bahasa Prancis dalam 

jaringan kerjasama lembaga kebudayaan dan sekolah Prancis di luar 

negeri.9 

 

                                                           
9 Ibid. 


